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Abstrak
Hubungan kerja antara pengusaha/ perusahan dan pekerja/ buruh sering menimbulkan perselisihan antara keduanya. Salah satu perselisihan yang sering timbul adalah perselisihan kepentingan yang terjadi antara PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing, Sidoarjo dengan serikat pekerjanya. Pada tanggal 23 Agustus 2014 perusahaan menerbitkan Surat Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang menyatakan bahwa seluruh pekerjanya yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg. Permasalahan bermula dari mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg pada tanggal 13 Agustus 2014. Mogok kerja yang dilakukan dilatarbelakangi karena tidak ada kesepakatan perihal jumlah uang Tunjangan Hari Raya tahun 2014. Pemberitahuan tertulis pelaksanaan mogok kerja yang dibuat pekerja/ buruh tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang- Undang Ketenagakerjaan. Setelah melakukan panggilan masuk kerja kembali sebanyak 2 kali yang tidak sesuai dengan ketentuan undang- undang, pihak perusahaan kemudian menerbitkan surat keputusan. Surat yang menyatakan hubungan kerja otomatis berakhir tersebut menimbulkan perbedaan pandangan antara pekerja/ buruh, perusahaan, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing dan analisa surat putusan perusahaan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjanya yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang- undangan, literatur serta dari media informasi baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon yang 4 (empat) dari 5 (lima) tuntutannya bukan merupakan akibat gagal perundingan adalah tidak sah. Adapun terkait surat perusahaan Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang menyatakan bahwa seluruh pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg tidak dapat dibenarkan secara hukum karena dasar hukum perusahaan yang menghitung 5 (lima) hari kerja sebagai batas melakukan mogok kerja tidak benar. Seharusnya perusahaan menghitung batas hari melakukan mogok adalah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur pada Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 sehingga akibatnya pekerja/ buruh masih berstatus pekerja PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing

Kata Kunci:   Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok Kerja
Abstract
An employment relation between company and the labour sometimes ended in dispute. One example of dispute is conflict of interest between the Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co and its labour union. On August 23 2014, the company issued a letter numbered 92/AN/PMK/VIII/AN/14 which stated that all labour who unified for strike automatically were fired by the company. It is based on the strike done by the labour on August 13 2014. The strike was motivated by the disagreement regarding the Hari Raya Allowance in 2014. Written notification about the labour strike was  not  appropiate according to provisions of Article No. 140 of   Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower. After officially asked the labour to go back to work, which did not appropriately based on the law, te company issued the letter. The purpose of this research is to determine the legal status of strikes by labour of Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co and to analysis of the company letter which stated that all labour who unified for strike automatically were fired by the company. This research is a normative legal research with which the approaches are statue and conceptual approaches. In collecting  legal materials, the technique applied is by collecting the regulations, literature, also from mass media both printed and electronic that related to the subject of this research. The result showed that the strike conducted by labours of Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing.co in which 4 of 5 demands were not the result of failed negotiation is not valid. The next legal issue, related to the company letter numbered 92/AN/PMK/VIII/AN/14 which stated that all the strike labours were automatically fired by the company could not be justified based on the regulation made by  the company which it stated the maximum strikes was 5 days. This regulation is not appropriately in accordance to Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower. According to ministry of labour decree number 232/MEN/2003, the maximum duration for strike is 7 days, therefore it can be concluded that the labours are still the employee of Abadi Nylon Rope& Fishing Net Manufacturing.co.
Keywords:   Industrial Relation Disputes, Termination of an Employment  Relationship,  Strikes

PENDAHULUAN
Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang dirumuskan  dalam  Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut Undang- Undang Ketengakaerjaan). Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Kesejahteraan yang hendak dicapai oleh pemerintah erat kaitannya dengan dunia kerja, karena tidak dapat dipungkiri masalah pekerjaan dan perekonomian rakyat menjadi sangat sensitif saat ini. Era globalisasi berdampak pada pesatnya pembangunan di Indonesia yang berkorelasi positif terhadap peningkatan peranan partisipasi kerja. Banyaknya kesempatan kerja dan terpenuhinya hak- hak pekerja/ buruh akan berpengaruh pada tingkat kelayakan kehidupan mereka.
Kedudukan pengusaha adalah lebih tinggi atau pengusaha memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding pekerja/ buruh
. Hal inilah yang kemuadian menimbulkan ketimpangan kedudukan antara pekerja dan pengusaha. Era industrialisasi berpotensi menimbulkan masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks. Pada tahun 1974 pemerintah Orde Baru melahirkan gagasan mengenai Konsep Hubungan Industrial Pancasila (Selanjutnya disebut HIP) yang disusun berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, dan nilai-nilai tradisional Indonesia. HIP mempunyai anggapan pekerja/buruh dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kemajuan perusahaan karena dengan perusahaan maju maka semua pihak akan meningkat kesejahteraannya
. Ada empat hak pekerja/ buruh yang disebut sebagai hak dasar sosial, yaitu hak berserikat, hak berunding kolektif, hak mogok kerja, dan hak mendapat upah. 
Mogok kerja selain menjadi hak dasar pekerja/ buruh untuk mempertahankan hak- hak dan memperjuangkan tuntutannya, juga merupakan sebagai tindakan yang digunakan untuk menyeimbangkan kedudukan. Mogok kerja menjadi salah satu senjata terampuh pekerja/ buruh untuk menuntut perbaikan kondisi kehidupan para pekrja/ buruh. Hubungan kerja diawali dari disepakatinya perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja memuat aturan- aturan, syarat dan hak serta kewajiban para pihak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak perusahaan membuat isi perjanjian tersebut.
Secara tertulis, International Labour Organization (Selanjutnya disebut ILO) tidak mengatur hak mogok secara tegas. Konvensi ILO nomor 87 Tahun 1948 dan nomor 98 Tahun 1949 menjadi muara hak- hak pekerja/ buruh untuk berorganisasi dan bersuara. Dasar pengaturan mogok kerja di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Pasal 137 sampai dengan Pasal 145. Mogok kerja sesuai dengan pengertiannya yang terdapat pada Pasal 1 angka 23 Undang- Undang Ketenagakerjaan diartikan sebagai “Tindakan pekerja/ buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama- sama dan/ atau oleh serikat pekerja/ serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”. Mogok kerja merupakan hak essensial pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh dalam memperjuangkan, melindungi kepentingan ekonomi dan kondisi kerja, serta tuntutan kolektif dalam suatu hubungan kerja. 

Mogok kerja sebagai hak dasar  harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 137 Undang- Undang Ketenagakerjaan sehingga gagalnya perundingan merupakan pra syarat dilakukannya mogok kerja. Mekanisme pelaksanaan mogok kerja sebagai gagalnya perundingan antara pihak pengusaha/ perusahaan dan pekerja/ buruh disebutkan dalam Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Ketenagakerjaan Prosedur atau mekanisme pelaksanaan mogok kerja sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 140 Undang- Undang Ketenagakerjaan mengandung konsekuensi dimana jika mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan pasal tersebut maka mogok kerja yang dilakukan dianggap tidak sah. Hal ini disebutkan pada pasal 142 Undang- Undang Ketenagakerjaan.

Fakta di lapangan terkait prosedur atau mekanisme pelaksanaan mogok kerja yang telah diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan, tidak selalu sesuai dengan aturan yang ada. Ketidaksesuaian tersebut tidak hanya sering terjadi dari pihak pekerja/ buruh saja, namun juga oleh pihak perusahaan terkait mekanisme pelaksanaan mogok kerja dan pengambilan keputusan sebagai akibat hukum dari mogok kerja. Permasalahan mogok kerja yang berakibat pada munculnya perselisihan hubungan industrial saat ini sebagaimana diuraikan di atas sedang terjadi di PT. Abadi Nylon Rope & Fishing Net Manufacturing (Selanjutnya disebut PT. Abadi Nylon, Mfg) yang beralamat di Jalan Raya Sukodono Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik dimana dalam menjalankan proses produksinya mempekerjakan buruh lebih kurang 200 orang. 
Awal bulan Ramadhan 2014, Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (Selanjutnya disebut PK SBSI 1992) PT. Abady Nylon, Mfg meminta untuk dilakukan perundingan permasalahan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Selanjutnya disebut THR) tahun 2014. Permasalahan tersebut terkait jumlah THR yang diberikan perusahaan sebagaimana kebiasaan pemberian THR kepada pekerja/ buruh sebesar 1,5 kali gaji pokok sebulan, namun oleh perusahaan pemberian THR pada tahun 2014 diberikan sebesar 1 kali gaji pokok sebulan. Permasalahan antara pekerja/ buruh dan perusahaan tersebut tidak ada kesepakatan namun pihak perusahaan secara sepihak membuat keputusan dalam bentuk pengumuman yang berisi pemberian THR pada tahun 2014 diberikan kepada pekerja/ buruh sebesar 1 kali gaji pokok sebulan. 
Pengambilan tindakan atas gagalnya perundingan antara pekerja/ buruh dan perusahaan tersebut menyebabkan PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg bermaksud melakukan mogok kerja dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Selanjutnya disebut Dinsosnaker) Kabupaten Sidoarjo. Pemberitahuan mogok kerja tersebut berisikan beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan dan pekerja tetap melakukan mogok kerja mulai tanggal 13 Agustus 2014. Salah satunya adalah beberapa tuntutan yang dijadikan alasan dilakukannya mogok kerja bukan merupakan akibat gagal perundingan. 

Mengacu pada ketentuan Pasal 142 Undang- Undang Ketenagakerjaan, mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 139 dan 140 Undang- Undang Ketenagakerjaan adalah mogok kerja yang tidak sah. Akibat  hukum dari mogok kerja yang tidak sah tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah (Selanjutnya disebut Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003). 

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo menerbitkan surat dengan Nomor 560/3836/404.3.3/2014 perihal pemberhentian mogok kerja kepada PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg yang pada intinya meminta kepada pekerja/ buruh untuk menghentikan mogok kerjanya dan masuk kerja kembali mulai tanggal 20 Agustus 2014. Berdasarkan surat dari Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo tersebut pekerja/ buruh membuat surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dan pimpinan perusahaan PT. Abadi Nylon, Mfg untuk menghentikan mogok kerja terhitung mulai 19 Agustus 2014 dan masuk kerja kembali tanggal 20 Agustus 2014. Memenuhi isi surat dari Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2014 seluruh pekerja telah siap untuk bekerja kembali namun pihak perusahaan telah melakukan lock out.

Perusahaan telah memberikan surat panggilan masuk kerja tanggal 14 dan 15 Agustus 2014. Surat panggilan tersebut terdapat kesalahan dimana batas panggilan pertama belum habis namun sudah diterbitkan kembali surat panggilan ke dua. Akibat dari tindakan pekerja/ buruh yang tetap melakukan mogok kerja setelah diberikan surat panggilan masuk kerja sebanyak dua kali, perusahaan PT. Abadi Nylon, Mfg menganggap pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja telah mangkir dan memberikan keputusan melarang seluruh pekerja/ buruh bekerja dan memasuki area perusahaan dengan cara mengunci pintu perusahaan dan pintu gerbang serta menerbitkan surat Nomor: 92/AN/PMK/VIII/AN/14 tertanggal 23 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg dan kepala Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo, yang pada intinya memberikan keputusan terhitung tanggal 19 Agustus 2014 seluruh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg secara otomatis bukanlah karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg Gedangan dan menyatakan sudah tidak ada lagi perundingan. Keputusan perusahaan ini didasarkan pada Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan, sedangkan pengaturan mengenai akibat hukum mogok kerja yang tidak sah diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003.

Berdasarkan uraian singkat kronologi kasus tersebut di atas, terdapat permasalahan dan perbedaan pendapat antara pekerja dan perusahaan serta Dinsosnaker Sidoarjo yaitu:

1.   Prosedur mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg yang oleh perusahaan dan Dinsosnaker Sidoaro dianggap tidak sah.

2.   Keputusan perusahaan yang menganggap seluruh pekerja/ buruh secara otomatis mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan dan oleh pekerja serta oleh Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dianggap tidak sesuai dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah diraiakan, maka penulis akan melakukan penulisan hukum dengan judul ”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MOGOK KERJA SALAH PROSEDUR PADA PEKERJA/ BURUH PT. ABADI NYLON ROPE & FISHING NET MANUFACTURING, SIDOARJO. 
METODE
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi
. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang- undangan (statue approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terkait mogok kerja.

2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) yang dilakukan dengan mempelajari perundang- undangan dan doktrin- doktrin  yang berkembang di ilmu hukum terkait dengan ketenagakerjaan untuk membuat argumentasi hukum dalam penelitian di bidang ketenagakerjaan khususnya perihal mogok kerja untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.
Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer meliputi:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

5. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah.

8. Hasil Perundingan Persetujuan Bersama PT. Abadi Nylon, Mfg dan pekerja PT. Abadi Nylon, Mfg.

9. Surat Keputusan PT. Abadi Nylon, Mfg. Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku- buku, literatur, artikel hukum, penulisan hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta informasi yang dimuat di media massa.

c. Bahan Hukum Tersier meliputi kamus serta tambahan informasi dari para pihak yang berselisih dan informasi dari internet.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan beberapa dokumen terkait kasus yang akan diteliti serta bahan hukum sekunder yang berupa bahan pustaka. Kedua bahan hukum tersebut didukung dengan informasi yang diperoleh dari data non bahan hukum setelah itu disusun secara sistematis.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pengolahan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan menyeleksi bahan hukum yang berkaitan dengan mogok kerja kemudian peneliti menggolongkan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian sehingga mendapat gambaran umum dari penelitian. Sifat analisis penelitian ini adalah preskriptif yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan
. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. 

Teknik analisa bahan hukum diawali dengan menentukan fokus utama dari Undang- Undang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003. Peraturan perundang- undangan tersebut kemudian dikaji tentang mogok kerja  dan akibat hukum yang timbul dari dilaksanakannya mogok kerja. Setelah mengkaji peraturan perundang- undangan tersebut maka dilanjutkan dengan merujuk pendapat para ahli dan dianalisa disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

1. Para  Pihak dalam Kasus

Para pihak dalam kasus mogok kerja yang menjadi penelitian ini adalah:

1. PT. Abadi Nylon, Mfg yang beralamat di Jalan Sukodono Desa Keboansikep, Gedangan, Sidoarjo adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Plastik. Bahwa dalam menjalankan proses produksinya mempekerjakan buruh lebih kurang 200 orang yang terdiri dari buruh tetap 110 orang dengan masa kerja antara 15 sampai dengan 30 tahun dan sisanya buruh kontrak (PKWT) dengan masa kerja antara 1 sampai dengan 5 tahun.

2. Pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg yang diwakili oleh Ketua PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg yaitu Ahmad Khusaini beralamat di Dusun Cangkring RT. 009 RW. 002 Desa Sawo Cangkring Kecamatan Wono Ayu Kabupaten Sidoarjo.

2. Kasus Posisi

Kronologi kasus berawal pada bulan Ramadhan Tahun 2014, PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg meminta untuk dilakukan perundingan permasalahan THR tahun 2014 dimana kebiasaan THR yang diberikan perusahaan adalah 1,5 kali gaji pokok sebulan sejak tahun 1999. Permintaan perundingan oleh PK  SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak perusahaan. Tanggal 19 Juli 2014 PT. Abadi Nylon, Mfg bertempat di Mall City of Tomorrow (CITO) melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan akan memberikan THR sebesar 1 kali gaji pokok sebulan dan akan dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Juli 2014. 
Perundingan lisan mengenai jumlah THR yang besarnya di bawah kebiasaan yang selama ini diberikan tersebut belum mencapai kata sepakat dari PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg namun pada tanggal 21 Juli 2014, PT. Abadi Nylon, Mfg memasang pengumuman bahwa perusahaan akan memberikan THR tahun 2014 sebesar 1 kali gaji pokok sebulan. Pada tanggal 22 Juli 2014, PT. Abadi Nylon, Mfg memanggil PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg dan memaksa agar menyepakati THR Tahun 2014 sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dengan cara menyodorkan Persetujuan Bersama namun pekerja/ buruh tetap menolak atau tidak menyepakati persetujuan bersama yang diminta oleh pihak perusahaan.

Pekerja/ buruh bermaksud melakukan mogok kerja. PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg menerbitkan surat Nomor:Ext.010.VIII.2014 perihal pemberitahuan aksi mogok kerja tertanggal 2 Agustus 2014 dan akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 23 Agustus 2014. Pekerja/ buruh dalam melakukan mogok kerja menuntut 5 (lima) hal yang dijadikan alasan mogok. Keempat tuntutan diantaranya belum pernah dirundingkan sebelumnya dan hanya satu tuntutan mengenai jumlah THR 2014 saja yang telah dirundingkan. Pekerja/ buruh menjadikan kelima tuntutan tersebut menjadi 1 (satu) paket alasan mogok kerja dan dicantumkan dalam pemberitahuan tertulis.
Mogok kerja mulai dilaksanakan oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg. pada tanggal 13 Agustus 2014 dan perusahaan menerbitkan Pengumuman tertanggal 14 Agustus 2014 serta surat Panggilan Kerja I kepada seluruh pekerja/ buruh untuk masuk kerja kembali paling lambat tanggal 18 Agustus 2014 dan dinyatakan dalam surat tersebut apabila tidak dilaksanakan maka dianggap tidak lagi bekerja lagi di PT. Abadi Nylon, Mfg (di PHK).

Setelah diterbitkannya surat pertama oleh perusahaan tanggal 13 Agustus 2014, pada tanggal 14 Agustus 2014 pihak perusahaan kembali menerbitkan pengumuman tertanggal 15 Agustus 2014 serta Surat Panggilan Kerja II kepada seluruh pekerja/ buruh untuk masuk kerja kembali paling lambat tanggal 18 Agustus 2014. Surat Panggilan Kerja I juga menyatakan waktu paling lambat sampai 18 Agustus 2014 sehingga masa surat pertama belum habis namun pihak perusahaan sudah memberikan surat panggilan ke dua. 

Pada tanggal 18 Agustus 2014, memenuhi surat panggilan perusahaan yang telah dua kali diterbitkan maka pihak pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja siap untuk kembali bekerja namun pihak manajemen PT. Abadi Nylon, Mfg tidak hadir sehingga seluruh pekerja/ buruh tidak bisa melakukan aktivitas kerja seperti biasa. Pada tanggal 18 Agustus 2014 pukul 18.00 WIB, pihak perusahaan mengganti gembok dengan gembok baru dan pada keesokan harinya yaitu tanggal 19 Agustus 2014, pihak manajemen perusahaan mengambil seluruh kartu chek lock. 

Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo meminta kepada PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg untuk menghentikan mogok kerja dan masuk kerja kembali mulai hari Rabu, 20 Agustus 2014 yang dinyatakan dalam surat Nomor: 560/3836/404.3.3/2014 tertanggal 19 Agustus 2014. Memenuhi surat dari Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka Pengurus Komisariat SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg tanggal 19 Agustus 2014 menyatakan secara tertulis dalam surat Nomor:Ext.0015.VIII.2014 bahwa sepakat untuk mengakhiri mogok kerja terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 dan siap untuk kerja kembali mulai tanggal 20 Agustus 2014.

Seluruh pekerja/ buruh menghentikan mogok kerja pada tanggal 19 Agustus 2014 dan masuk kembali ke perusahaan mulai 20 Agustus 2014 namun pihak perusahaan tidak membuka area produksi sehingga buruh tidak dapat melakukan aktivitas kerja dan begitu seterusnya. 
PT. Abadi Nylon, Mfg menerbitkan surat Nomor:92/AN/PMK/VIII/14 perihal Penghentian Mogok Kerja tertanggal 23 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Komisariat SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg dan Kepala Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo. Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa secara otomatis terhitung tanggal 19 Agustus 2014 bukanlah karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg lagi berdasar pada Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan Jo Pasal 30 ayat (2) PKB, maka telah dianggap mengundurkan diri dari PT. Abadi Nylon, Mfg. Diuraikan pula dalam surat tersebut bahwa pihak perusahaan menyatakan tidak ada perundingan lagi dan sudah tidak perlu untuk dirundingkan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Mogok Kerja yang dilakukan oleh Pekerja/ Buruh PT. Abadi Nylon, Mfg yang 4 (empat) dari 5 (lima) Tuntutannya Bukan Merupakan Akibat Gagal Perundingan Tidak Dapat dibenarkan Menurut Hukum Ketenagakerjaan atau Mogok Kerja Tidak Sah.

Mogok kerja dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada erusahaan dan Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo. Isi peberitahuan tertulis yang dibuat oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg. yang melakukan mogok kerja adalah sebagai berikut:

1) Waktu

a. Hari

: Tidak ada

b. Tanggal

: 13 s/d 23 Agustus 
2014

c. Jam 

: 08.00 WIB – 18.00 
WIB

Mogok kerja dilaksanakan tanpa pemberitahuan hari dan dimulai tanggal 13 Agustus 2014 serta akan diakhiri tanggal 23 Agustus 2014. Jam pelaksanaan mogok kerja adalah pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri pukul 18.00 WIB.

2) Tempat Mogok Kerja 

Pada pemberitahuan ditulis lokasi aksi berada di lingkungan perusahaan PT. Abadi Nylon Gedangan Jalan Sukodono, Desa Keboansikep, Gedangan, Sidoarjo.

3) Alasan dan sebab- sebab mengapa harus melakukan mogok kerja

Tuntutan yang disebutkan dalam pemberitahuan tertulis adalah:
1. Pekerja/ buruh meminta agar perusahaan melaksanakan pemberian THR 2014 sebesar 1,5 gaji pokok.

2. Pekerja/ buruh meminta agar perusahaan melaksanakan usia pensiun 55 tahun atau masa kerja 25 tahun.

3. Pekerja/ buruh meminta agar perusahaan menghapus sistem kerja kontrak/ outsorching/ harian lepas dan jadikan buruh tetap.

4. Pekerja/ buruh meminta agar perusahaan meberikan uang makan Rp. 5000,00.

5. Pekerja/ buruh meminta agar perusahaan memberikan premi hadir sebesar Rp. 30.000,00 per bulan.
4) Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/ atau masing- masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/ serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Pemberitahuan tertulis yang dibuat tanggal 2 Agustus 2014 ditandatangani oleh Ahmad Khusaini selaku Ketua Pengurus Komisariat SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg dan Ali AL Fatah selaku sekretaris.

Berdasarkan isi pemberitahuan tertulis yang dibuat oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg. yang hendak melakukan mogok kerja, maka dapat diketahui terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang- Undang Ketenagakerjaan yaitu isi pemberitahuan tertulis sekurang- kurangnya memuat:

a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

b. Tempat mogok kerja;

c. Alasan dan sebab- sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/ atau masing- masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/ serikat buruh sebagai penanggungjawab mogok kerja.
 Tidak terdapat hari pelaksanaan mogok kerja baik dimulai maupun diakhirinya mogok kerja sebagaimana disebutkan dalam undang- undang. Selain itu tuntutan yang ditulis dalam pemberitahuan adalah 5 (lima) tuntutan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kelima tuntutan tersebut tidak semuanya merupakan akibat dari gagalnya perundingan, dalam kata lain antara pengusaha dengan pekerja/ buruh belum melakukan perundingan terhadap tuntutan- tuntutan tersebut
Berdasarkan Pasal 137 Undang- Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa mogok kerja adalah sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum adanya mogok kerja harus ada perundingan terlebih dahulu dan tidak ditemukannya kesepakatan dalam rundingan tersebut atau rundingan mengalami jalan buntu (dead lock). Tidak dibenarkan melakukan mogok kerja sebelum melakukan perundingan terlebih dahulu terkait tuntutan yang ingin dipenuhi. Perundingan yang dimaksud adalah untuk tuntutan yang dijadikan alasan dilakukannya mogok kerja. Mogok kerja merupakan upaya terakhir yang dilakukan pekerja/ buruh setelah tidak ada kesepakatan dengan perusahaan. Alasan- alasan melakukan mogok kerja sebagaimana ditulis dalam surat pemberitahuan adalah hal- hal yang tidak menemui kata sepakat ketika dirundingkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 137 Undang- Undang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja adalah dilakukan sebaai akibat dari gagalnya perundingan. Sehingga hal- hal yang dituntut pada saat mogok kerja merupakan akibat gagal perundingan atau harus dilakukan perundingan terlebih dahulu. Apabila dicermati maka perundingan yang dimaksud gagal adalah untuk tiap- tiap tuntutan yang dijadikan alasan mogok kerja. Jika suatu hal belum pernah dirundingkan maka tidak bisa dijadikan alasan mogok karena mogok kerja merupakan upaya akhir yang bisa dilakukan setelah gagal perundingan.


Berdasarkan hal tersebut maka persyaratan awal boleh dilakukannya mogok kerja yaitu gagalnya perundingan tidaklah dipenuhi oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 yaitu:
Pasal 3

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:

a. Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/ atau

b. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/ atau

d. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 142 Undang- Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003, menyimpulkan bahwa mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon adalah mogok kerja yang tidak sah. Tuntutan yang dijadikan alasan mogok kerja harus merupakan hasil dari ggaal perundingan atau dengan kata lain telah melewati perundingan sebelumnya.

2. 
Surat Keputusan Perusahaan PT. Abadi Nylon, Mfg Nomor: 92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang Menganggap Seluruh Pekerja yang Melakukan Mogok Kerja Secara Otomatis Mengundurkan Diri Sebagai Akibat dari Mogok Kerja Tidak dapat dibenarkan Menurut Hukum Ketenagakerjaan.

PT. Abadi Nylon, Mfg. menerbitkan surat Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Komisariat SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg dan Kepala Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo tertanggal 23 Agustus 2014. Surat tersebut diterbitkan sebagai akibat dari mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg. mulai tanggal 13 Agustus 2014. Pihak perusahaan telah memberikan surat panggilan kerja kembali sebanyak 2 (dua) kali sebelum akhirnya menerbitkan surat yang menyatakan bahwa secara otomatis terhitung tanggal 19 Agustus 2014 seluruh pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja bukanlah karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg lagi dan dinyatakan di akhir surat bahwa sudah tidak ada perundingan lagi dan sudah tidak perlu untuk dirundingkan.

Panggilan pertama yang diberikan kepada pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja adalah memberi waktu sampai tanggal 18 Agustus 2014 untuk kembali masuk kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja/ buruh berhak dan memiliki kesempatan untuk melakukan mogok kerja sampai tanggal 17 Agustus 2014. Seharusnya pihak perusahaan menunggu sampai batas waktu panggilan pertama habis baru memberikan panggilan ke dua. Tidak dapat dibenarkan apabila perusahaan memberi panggilan ke dua sedangkan panggilan pertama yang diberikan belum melampaui batas akhir berlakunya. Seolah- olah perusahaan telah mengetahui bahwa panggilan pertama yang jangka waktunya sampai 18 Agustus 2014 tersebut tidak akan pernah dipenuhi oleh pekerja/ buruh.

Pihak perusahaan merasa panggilan masuk kerja pertama dan ke dua tidak diikuti oleh pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja, kemudian menerbitkan surat tertanggal 23 Agustus 2014 dimana dalam isi surat tersebut perusahaan menyatakan dalam poin 2 suratnya pada intinya adalah sebagai berikut. PT. Abadi Nylon, Mfg telah mengirimkan surat Panggilan untuk Masuk Keja Kembali via post tercatat pada tanggal 15 Agustus 2014 dan juga pada tanggal 16 Agustus 2014 untuk yang ke dua kalinya. Selain itu juga menempelkan Pengumuman Panggilan Masuk untuk Masuk Kerja Kembali pertama tertanggal 14 Agustus 2014 dan Pengumunan ke dua pada tanggal 15 Agustus 2014. 

Pihak perusahaan menyatakan pada intinya bahwa telah diberikan panggilan sebanyak 2 kali untuk masuk kerja kembali paling lambat hari Senin tenggal 18 Agustus 2014, dan apabila sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 para karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg belum masuk kerja kembali, maka para karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg sudah tidak berminat lagi untuk bekerja pada PT. Abadi Nylon dan atau dengan kata lain telah mengundurkan diri dari PT. Abadi Nylon, Mfg. 

Selanjutnya pada poin 3 surat keputusan perusahaan menyatakan sebagai berikut:

3. Bahwa oleh karena Pihak Management PT. ABADI NYLON, Mfg- Gedangan telah melakukan Panggilan untuk Masuk Kerja Kembali sebanyak 2 kali dan sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan Jo PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. ABADI NYLON – GEDANGAN dengan PENGURUS KOMISARIAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 Pasal 30 ayat (2), maka PARA KARYAWAN/ KARYAWATI PT. ABADI NYLON, MFG yang telah dipanggil untuk masuk kerja kembali PALING LAMBAT HARI SENIN TANGGAL 18 AGUSTUS 2014 sebanyak 2 kali. DAN MAKA SECARA OTOMATIS TERHITUNG TANGGAL 19 AGUSTUS 2014 BUKANLAH KARYAWAN/ KARYAWATI PT. ABADI NYLON, Mfg – GEDANGAN LAGI karena berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 30 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. ABADI NYLON – GEDANGAN dengan PENGURUS KOMISARIAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992, maka TELAH DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI DARI PT. ABADI NYLON, Mfg
.

Dasar perusahaan dalam menyatakan bahwa seluruh pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara otomatis terhitung tanggal 19 Agustus 2014 bukanlah karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg lagi adalah Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan yaitu:

Pasal 168

(1) Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
Perusahaan bisa menggunakan dasar hukum Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan apabila pekerja/ buruh mangkir dalam arti tidak masuk kerja dengan tanpa memberitahukan secara tertulis dengan bukti yang sah. Ketika pekerja/ buruh tidak masuk kerja secara 5 (lima) hari berturut- turut dan tanpa adanya berita atau keterangan tertulis kepada perusahaan, maka Pasal 168 ayat (1) tersebut dapat digunakan sebagai dasar. Alasan pekerja/ buruh untuk tidak masuk kerja mulai tanggal 13 Agustus 2014 adalah jelas disebutkan dalam pemberitahuan tertulis yaitu untuk melakukan mogok kerja. Pekerja/ buruh tidak memenuhi unsur Pasal 168 ayat (1) dimana tidak masuk yang dimaksud adalah tanpa keterangan.

Perusahaan dalam menggunakan Pasal 168 ayat (1) telah mengesampingkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Undang- Undang Ketenagakerjaan. Pasal 142 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Pasal 142

(1) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka jelas bahwa mogok kerja yang tidak sesuai dengan undang- undang atau mogok kerja yang tidak sah diatur pada keputusan menteri yaitu Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003. Seharusnya perusahaan melihat Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 yang mengatur khusus mengenai akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Meskipun pekerja/ buruh tidak masuk kerja namun dalam hal ini berbeda ketika tidak masuk dengan alasan melakukan mogok kerja dengan tanpa keterangan. 

Mogok kerja yang dilakukan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon berdasarkan status legalitasnya dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang- Undang Ketengakerjaan. Aturan lebih lanjut yang mengatur mogok kerja tidak diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Tindakan mogok kerja yang dilakukan telah memenuhi klasifikasi Pasal 3 Keputusan Menteri tersebut dimana tuntutan yang dijadilan alasan mogok kerja bukan akibat dari gagalnya perundingan serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undnag- Undang Ketenagakerjaan.

Pihak perusahaan dalam surat panggilan masuk kerja dan pengumuman masuk kerja memberi kesempatan pada pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja sampai tanggal 18 Agustus 2014 dan pengumuman masuk kerja diberikan pada tanggal 13 Agustus 2014 tertanggal 14 Agustus 2014. Waktu 5 (lima) hari dihitung mulai tanggal 13 Agustus 2014 sampai tanggal 17 Agustus 2014, maka hal ini perusahaan mendasarkan pada ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan. Aturan mengenai mogok kerja tidak sah sebagaimana diatur pada Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003, waktu panggilan yang diberikan adalah 7 (tujuh) hari kerja. Hal ini berdasarkan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003.

Perusahaan dalam menghitung hari adalah keliru karena seharusnya berdasar pada Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003. Tanggal 13 Agustus 2014 jatuh pada hari Rabu, sehingga dalam penghitungan hari pihak perusahaan juga tidak sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Penghitungan hari kerja yang dihitung perusahaan adalah melewati tanggal 17 Agustus 2014 dimana hari Minggu merupakan hari libur mingguan bagi pekerja/ buruh. Penjelasan dari perwakilan pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg yaitu Bapak Edi Kuncoro Prayitno, S.H., M.H. bahwa dalam 1 (satu) minggu adalah 6 (enam) hari kerja dimana pada hari Minggu merupakan hari libur bagi pekerja/ buruh.
Kesalahan perusahaan dalam menghitung hari ini yang pada akhirnya membuat perusahaan mengangap terhitung sejak 19 Agustus 2014 pekerja/ buruh yang mogok kerja secara otomatis bukan lagi karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg perusahaan menggunakan dasar Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan sedangkan aturan mogok kerja tidak diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003. Berdasarkan hal tersebut di atas maka keputusan perusahaan menyatakan pemutusan hubungan kerja yang menganggap pekerja/ buruh mengundurkan diri adalah tidak benar. Mogok kerja dimulai tanggal 13 Agustus 2014 dan pada tanggal 18 Agustus 2014, memenuhi surat masuk kerja kembali dari perusahaan namun perusahaan melakukan lock out dengan menganti gembok dengan gembok baru.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, PK SBSI 1992 PT. Abadi Nylon, Mfg menerbitkan surat Nomor:Ext.005.VIII.2014 perihal Penghentian Mogok Kerja serta Masuk Kerja Kembali mulai tanggal 20 Agustus 2014. Berdasarkan hal tersebut maka mogok kerja berhenti terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2014. Pada 20 Agustus 2014 pekerja/ buruh masuk kerja kembali dan siap untuk bekerja namun pihak perusahaan tidak membuka area produksi sehingga pekerja/ buruh tidak dapat melakukan aktivitas kerja dan dinyatakan tidak lagi bekerja pada PT. Abadi Nylon, Mfg. Mogok kerja yang dilakukan terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai tanggal 19 Agustus 2014 adalah 6 (enam) hari kerja. Ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 adalah 7 (tujuh) hari, jadi pekerja/ buruh belum bisa dikategorikan mangkir.

Keputusan perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan dasar Pasal 168 ayat (1) Undang – Undang Ketenagakerjaan Jo Pasal 30 ayat (2) PKB PT. Abadi Nylon, Mfg belum dapat diberlakukan karena belum mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang- Undang Ketenagakerjaan yaitu:

Pasal 151

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar- benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka keputusan perusahaan yang menganggap seluruh pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg berdasarkan surat Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 

Pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja mulai tanggal 13 Agustus 2014 dan menyatakan masuk kerja kembali mulai tanggal 20 Agustus 2014 dalam surat Nomor:Ext.0015.VIII.2014 tanggal 19 Agustus 2014. Berdasarkan tinjauan terhadap surat keputusan perusahaan Nomor: 92/AN/PMK/VIII/AN/14 yaitu adanya kesalahan dalam penghitungan hari mogok kerja. Dinyatakan dalam suratnya bahwa pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan lagi karyawan/ karyawati dan mengundurkan diri. 

Pengaturan mengenai akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah adalah pada Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003. Penghitungan tanggal yang dilakukan perusahaan adalah 5 (lima) hari kerja karena perusahaan tidak tepat dalam menggunakan dasar hukum yaitu Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan. Dalam Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 jumlah hari yang diberikan bagi pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja adalah 7 (tujuh) hari kerja. Pihak perusahaan juga membuat kesalahan terhadap penghitungan hari dilakukannya mogok kerja, karena hari Minggu merupakan hari libur kerja. Pekerja/ buruh telah menyatakan berhenti mogok pada tanggal 19 Agustus 2014 melalui pemberitahuan tertulis maka sejak tanggal tersebut mogok kerja telah berhenti. Pekerja/ buruh belum melampaui 7 (tujuh) hari kerja yang merupakan batas lama melakukan mogok kerja sebagai akibat hukum mogok kerja tidak sah sebagaimana ditentukan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003. Hal ini berarti pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja masih berstatus sebagai karyawan/ karyawati PT. Abadi Nylon, Mfg.
PENUTUP
Simpulan
Penelitian diawali dengan adanya kasus mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg pada tanggal 13 Agustus 2014. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh untuk memperjuangkan haknya dan menyeimbangkan ketimpangan kedudukan antara pekerja/ buruh dengan perusahaan. Mogok kerja diatur pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 Undang- Undang Ketenagakerjaan. Sebagaimana ditentukan dalam undang- undang bahwa mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai upaya akhir setelah gagal perundingan. Pengaturan mogok kerja yang tidak sah diatur pada Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap mogok kerja oleh pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg maka dapat disimpulkan bahwa mogok kerja yang dilakukan adalah mogok kerja tidak sah. Tuntutan yang dijadikan alasan pekerja/ buruh untuk melakukan mogok kerja, dari kelima tuntutan hanya satu tuntutan yang merupakan akibat gagal perundingan sedangkan keempat lainnya belum pernah ada perundingan antara pekerja/ buruh dengan perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 137 Undang- Undang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja adalah sebagai akibat gagal perundingan. Mengacu pula pada ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 bahwa mogok kerja yang bukan sebagai akibat gagal perundingan adalah mogok kerja tidak sah. 

Pada permasalahan ke dua dapat disimpulkan bahwa keputusan perusahaan pada surat Nomor:92/AN/PMK/VIII/AN/14 yang menganggap seluruh pekerja/ buruh yang melakukan mogok kerja secara otomatis bukan karyawan lagi adalah tidak benar. Keputusan perusahaan tersebut didasarkan pada Pasal 168 ayat (1) dimana penghitungan hari hanya dihitung 5 (lima) hari. Pengaturan mengenai mogok kerja tidak sah adalah diatur pada Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 yaitu dengan memberi kesempatan bagi pekerja untuk melakukan mogok kerja selama 7 (tujuh) hari kerja. Sehingga pekerja/ buruh yang melakukan mogok seharusnya masih berstatus sebagai pekerja/ buruh PT. Abadi Nylon, Mfg. 
Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran kepada pembaca tulisan ini bahwa diharapkan:

a. Pekerja/ buruh melakukan pendidikan aktif melalui serikat pekerjanya agar para pekerja/ buruh mengerti akan perturan ketenagakerjaan yang ada. Serikat pekerja merupakan wadah yang dapat memperkuat posisi buruh dalam sebuah perusahaan sehingga dalam menggunakan hak- haknya akan lebih sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
b. Bagi pengusaha untuk lebih jeli dan teliti dalam memutus suatu permasalahan dalam hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja/ buruh. Penggunaan dasar hukum yang tepat dalam melihat suatu permasalahan sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dihindari.

c. Pengusaha dan pekerja/ buruh harus lebih mendahulukan rundingan dalam setiap perselisihan yang timbul antar keduanya karena hubungan kerja yang terjadi membuat satu pihak bergantung pada pihak lainnya. Kesejahteraan yang hendak dicapai pemerintah akan berkolerasi dengan kesejahteraan dalam bidang ketenagakerjaan.

d. Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus lebih aktif melakukan pengawasan terhadap permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. Harus ada upaya untuk mempertemukan pihak yang berselisih agak tindakan mogok kerja dapat diminimalisir. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan juga harus lebih ditingkatkan karena sering terjadi penyimpangan terhadap aturan di dalamnya. Pengawasan ditujukan juga untuk menyetarakan ketimpangan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha. Pekerja/ buruh merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan maka pemerintah harus memberikan jaminan hukum.
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